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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 421 5/68/DPMPTSP 4 3/09/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA St FAMILIA WAE NAKENG
DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a  bahwa dalam rangka unluk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan
kepada masyarakat Kabupaten Manggarai Barat, maka periu menetapkan lzin
Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA),

b bahwa permohonan Kepala SMA Swasta St Familia Wae Nakeng Kabupaten
Manggaral Barat dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan
untuk diberkan lzin Operaswnal Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah Alas (SMA),

¢  bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b
diatas. perlu menelapkan Keoutusa Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Salu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timuwr tentang lzin
Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Mener.gah Alas (SMA)
Swasta St Familia Wae Nakeng Kabupaten Manggarai Barat;

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Baral dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1649),

2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 lentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 4301);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indones.a Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemparan Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua m
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daﬂ‘ﬂl (Lei
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 58, Tamba '
Indenesia Nomor 5678),

4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagai
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Pemerintati Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penge
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 11
Negara Nomor 5157);

5  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
Peraluran Pemerintah Nomor 1S Tahun 2

Pendidikan (Tambahan Lembaran Ni
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